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ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022
bertujuan membentuk lingkungan yang aman, teratur, serta disiplin dalam
ranah tertib jalan dan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 untuk menjaga ketenteraman masyarakat. Namun, fakta di
lapangan mengungkap adanya kesenjangan signifikan, seperti maraknya
pelanggaran berulang berupa parkir sembarangan, pedagang di pinggir
jalan, serta aktivitas mengemis dan mengamen yang masih sulit diatasi.
Kesenjangan semacam itu menandakan minimnya pemahaman hukum di
kalangan masyarakat, hukuman yang belum memberikan efek jera, serta
serta kurangnya pengawasan. Dari fenomena itu, penelitian ini mengkaji
permasalahan efektivitas Perda Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022
terkait tertib jalan serta sosial, serta menelaahnya melalui prinsip siyasah
tanfidhiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiological jurisprudence. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, sementara
data sekunder bersumber dari dokumen, literatur maupun publikasi yang
relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview
(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan
melalui tahapan editing, organizing, dan analisis deduktif, dengan merujuk
pada teori efektivitas hukum serta konsep siyasah tanfidhiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda belum
berjalan efektif akibat rintangan internal, yakni minimnya kegiatan
sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia Satpol PP, dan minimnya
sarana pendukung, serta faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran dan
kepatuhan masyarakat beserta desakan ekonomi yang memicu pelanggaran
berulang. Dari perspektif siyasah tanfidhiyah, pelaksanaan ini telah selaras
dengan prinsip keadilan melalui langkah-langkah humanis dan pembinaan
tetapi masih® belum mencapai puncak ‘dalam hal keémaslahatan umum,
mekanisme musyawarah, amar ma riif nahy munkar serta tingkat ketaatan
rakyat, yang disebabkan oleh lemahnya kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar
Pemerintah Kabupaten Madiun memperbanyak personel serta fasilitas
Satpol PP, dan meluncurkan program ekonomi alternatif seperti relokasi
pedagang kaki lima serta pelatihan vokasi bagi pengemis. Satpol PP
disarankan untuk menggelar sosialisasi dan mempererat koordinasi dengan
pemerintahan desa, sementara peningkatan kesadaran masyarakat dapat
dicapai melalui kampanye yang berakar pada siyasah tanfidhiyah guna
mewujudkan efektivitas secara menyeluruh.
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